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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup 

mandiri dan sendiri, terlepas dari bantuan dan kerjasama dengan orang lain. 

Karena itu, Islam mengajak dan mengajarkan kita untuk saling tolong-

menolong, saling bantu-membantu, dan menjalin hubungan baik antar 

sesama.
1
 Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi. Pemberian 

harus ikhlas, tidak ada motif apa-apa kecuali untuk mencari keridhaan Allah 

dan untuk mempererat tali persaudaraan.
2
 

Islam membimbing manusia menuju kesejahteraan dan keselamatan 

hidup dunia dan akhirat, semua ketentuan-ketentuan yang ada didalam Islam 

termasuk ketentuan-ketentuan hukumnya merupakan pedoman untuk 

mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan 

manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Islam tidak hanya 

membicarakan tentang tuhan, malaikat, rasul, atau tentang hari akhirat, Islam 

juga membicarakan jual-beli, sewa-menyewa, perkawinan, perceraian, waris, 

hibah dan bidang lainnya. Yang berhubungan dengan kehidupan duniawi, 

maksudnya Islam bukan hanya mengatur urusan-urusan akhirat saja tetapi 

juga mengatur tata kehidupan dunia.  

                                                           
1
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2
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Untuk mengatur semua ini Islam telah meletakkan ketentuan-ketentuan 

hukum yang mengharuskan manusia mengikutinya, hukum-hukum tersebut 

ada yang merumuskan secara rinci dan ada yang dimuat secara garis besarnya 

saja, perumusannya lebih lanjut diserahkan kepada pemimpin agama dan  

pemuka agama  agar melakukan ijtihad untuk menggali hukum-hukum yang 

tersirat dalam al-qur’an dan al-hadist. Baik hukum yang diturunkan oleh Allah 

secara rinci, maupun hukum yang dihasilkan melalui ijtihad tujuan ini dapat 

kita lihat apabila kiat mengamati dengan seksama nilai-nilai yang terkandung 

dalam nilai tersebut misalnya : ketentuan hukum untuk mengatur hibah.
3
 

Dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa: 

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 

infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.”
4
  

 

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan 

dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap 

orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan 

tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari 

harta bendanya kepada orang lain atau pada suatu lembaga untuk dimiliki. 

                                                           
3
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Hibah yang dilakukan di hadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan 

haruslah merupakan hak milik dari si penghibah.
5
 

Perkara hibah dilarang untuk ditarik kembali. Penarikan kembali atas 

sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan 

meskipun hibah tersebut antara dua orang bersaudara atau suami istri. Adapun 

hibah yang dapat ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau di 

berikan orang tua kepada anaknya. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) 

hibah terdapat pada Bab VI Pasal 212 yang berbunyi: “Hibah tidak dapat 

ditarik kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya”.
6
 

Berdasarkan pasal di atas sangat tegas dijelaskan bahwa hibah tidak 

dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya, artinya 

kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang 

menghibahkan sesuatu kepada anaknya maksudnya agar orang tua dalam 

memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan. 

Pasal tersebut harus difahami dan diberlakukan dalam arti jika hibah itu 

diberikan kepada hanya seorang anak, atau yang diberi hibah lebih dari 

seorang anak dan pencabutan itu dilakukan atas seluruh anak yang menerima 

atau diberi hibah, dengan demikian tidak ada rasa keadilan yang diciderai. 

Tetapi bila hibah tersebut diberikan kepada seluruh anak, sedangkan 

pencabutan tersebut hanya diberikan kepada satu orang saja tidak semuanya 

maka hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. 

 

                                                           
5
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Berdasarkan Firman Allah SWT Surah An-Nahl Ayat 90 yang 

berbunyi: 

                        

                 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
7
 

 

Penarikan kembali hibah orang tua kepada anaknya bisa dilakukan 

apabila ada syarat yang dapat menggugurkan atau membatalkan hibah. 

Misalnya, seorang anak itu melakukan tindakan yang kurang pantas kepada 

orang tuanya seperti menyakiti perasaan, fisik maupun menjatuhkan martabat 

orang tua. Sehingga orang tua berhak menarik kembali harta hibahnya yang 

sudah diberikan. Dari sini bisa kita fahami bersama, bahwa penarikan kembali 

hibah orang tua kepada anaknya bisa ditarik kembali dengan adanya syarat 

yang bisa menggugurkan salah satunya yaitu durhaka kepada orang tuanya. 

Durhaka kepada kedua orang tua yaitu seorang anak menyakiti salah 

satu dari kedua orang tua dengan sesuatu yang seandainya dia melakukannya 

terhadap selain orang tuanya termasuk haram dari perkara dosa-dosa kecil. 

Namun tatkala dilakukan terhadap kedua orang tua berubah menjadi dosa 

besar. Atau dia menyelisihi perintah atau larangannya di dalam perkara yang 

masuk ke dalam rasa takut terhadap anaknya dari hilangnya nyawanya, atau 

anggota badannya selama anak tidak tertuduh (berniat) untuk itu. Atau 

                                                           
7
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya., 277. 



 5 

menyelisihi orang tuanya untuk bepergian yang menyusahkan anak dan bukan 

safar yang wajib bagi anak. Atau bepergian dalam waktu lama yang bukan 

untuk mencari ilmu bermanfaat dan tidak pula mencari rizki atau perjalanan 

tersebut menyebabkan dia jatuh kehormatannya.
8
  

Sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat, seperti di Pengadilan 

Agama Lumajang tentang putusan Nomor: 1889/Pdt.G/2010/PA.Lmj yang 

terjadi pada tanggal 19 Mei 2011, perihal penolakan hibah terhadap harta yang 

telah diberikan terhadap anaknya, bukan semata mata tanpa sebab dan dasar 

hukum melainkan ada landasan hukum yang dipakai dalam memutuskan 

masalah, dalam hal ini proses pembatalan tersebut tetap dilaksanakan maka 

seharusnya semua ahli waris atau anak-anak atau keluarga yang diberikan 

hibah oleh orang tuanya maka secara otomatis harus ditarik semua tanpa 

terkecuali, bukan berlaku untuk satu orang saja melainkan harus 

mementingkan nilai-nilai keadilan.
9
 Perkara lain juga terdapat dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor: 78K/AG/2012 mengenai hak pencabutan kembali 

atas hibah yang telah diberikan orangtua kepada anaknya, merupakan putusan 

yang dijatuhkan oleh Hakim Agung dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 

Agung pada hari Jum’at tanggal 13 Juli 2012. Untuk menyelesaikan 

permohonan pencabutan kembali hibah yang diajukan oleh Pemohon Abdul 

Hanan dengan Termohon Musta’il dan Muhammad Bisri yang merupakan 

anak kandung dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tasniah (Alm). 

                                                           
8
Achmad Mujab Machalli, Menjadi Anak Sholeh (Surabaya: Al-Miftah. 2010), Hal 68-69.  

9
 Salinan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1889/Pdt.G/2010/PA.Lmj pada tanggal 
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Termohon telah melakukan penganiayaan terhadap penggugat yang 

merupakan ayah kandungnya sendiri, setelah penggugat menikah lagi dengan 

Fitriani. Hal ini jika ditinjau dari Ahli Fiqih, hibah mempunyai rukun dan 

syarat yang harus dipenuhi maka hibah tersebut menjadi tidak sah sedangkan 

dalam perkara a quo ada rukun hibah yang tidak dipenuhi yaitu ijab qabul 

maka pemberian hibah tersebut menjadi tidak sah dan patut untuk 

dibatalkan.
10

  Perkara lain juga terdapat di Pengadilan Agama Kediri pada 

tanggal 30 September 2010 dalam Putusan Hakim Nomor: 

324/Pdt.G/2010/PA.Kdr yang menjelaskan tentang pembatalan hibah 

dikarenakan prosedur dalam perjanjian hibah itu sendiri tidak sesuai dengan 

aturan yang ada sehingga akibat hukum yang ditimbulkannya merugikan 

pihak lain yang berhak atas harta hibah. Dengan kata lain seluruh harta tang 

telah dihibahkannya pada waktu dulu akan kembali lagi kepada si pemberi 

hibah, perbuatan hukum dalam bentuk hibah perlu adanya pertimbangan 

secara yuridis normatif dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang 

sudah ditetapkan, yang mana akibat hukum bila terjadi kesalahan dalam 

penghibahan dapat mengakibatkan cacat yuridis sehingga batal demi hukum.
11

  

Berbeda halnya dengan perkara yang diputuskan oleh Pengadilan 

Tinggi Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juni 2011 dengan putusan Nomor: 

223/Pdt.G/2011/PTA Surabaya. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya mengabulkan permohonan pembatalan 

hibah. Disamping kebolehan penarikan kembali hibah orang tua atas anaknya 

                                                           
10

 Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 78K/AG/2012 pada tanggal 13 Juli 2012 
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September 2010 
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sesuai hadits nabi SAW, majelis hakim juga berpedoman pada dasar bahwa 

anak tidak diperbolehkan menyakiti perasaan, fisik maupun menjatuhkan 

martabat orang tua. Dalam kasus pembatalan hibah orang tua kepada anaknya 

dengan alasan anak mendurhakai orang tua yang terjadi di Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya dengan putusan nomor: 223/Pdt.G/2011/PTA Surabaya. 

Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak yang berbakti terhadap orang 

tua, yakni anak dituntut untuk berlaku baik, sopan terhadap orang tua dan 

dilarang mengucapkan kata-kata yang sifatnya merendahkan, menghina atau 

mencaci maki orang tua dan anak dilarang menghardik orang tuanya atau 

mengusir dari tempat tinggalnya, berdasarkan fakta tersebut maka tergugat 

atau terbanding tidak dapat dikategorikan sebagai anak yang berbakti kepada 

orang tua, karena tergugat atau terbanding telah berani bertengkar dengan 

orang tuanya dan dalam pertengkaran itu tergugat atau terbanding telah 

mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, yang merendahkan dan menghina 

yang mengakibatkan sakit hati orang tua, sehingga cukup alasan bagi para 

penggugat atau pembanding untuk menarik kembali atau membatalkan hibah 

tersebut dari tergugat atau terbanding. 

Dari beberapa alasan di atas membuat penulis tertarik untuk meneliti 

dan mengambil judul tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG 

PEMBATALAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAKNYA DENGAN 

ALASAN ANAK MENDURHAKAI ORANG TUA (Studi Putusan Nomor 

223/Pdt.G/2011/PTA Surabaya)’’ 
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B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana Dasar pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan hibah 

orang tua kepada anaknya dalam putusan PTA Surabaya Nomor 

223/Pdt.G/2011/PTA.Surabaya? 

2. Bagaimana Akibat hukum pembatalan hibah orang tua kepada anaknya 

dengan alasan anak mendurhakai orang tua dalam putusan hakim Nomor 

223/Pdt.G/2011/PTA.Surabaya? 

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang pembatalan hibah orang tua 

kepada anaknya dengan alasan anak mendurhakai orang tua (Studi Putusan 

Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA Surabaya)? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan Dasar pertimbangan hakim dalam perkara 

pembatalan hibah orang tua kepada anaknya dalam putusan PTA Surabaya 

Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA.Surabaya. 

2. Untuk mendeskripsikan Akibat hukum pembatalan hibah orang tua kepada 

anaknya dengan alasan anak mendurhakai orang tua dalam putusan hakim 

Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA.Surabaya. 

3. Untuk mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam tentang pembatalan hibah 

orang tua kepada anaknya dengan alasan anak mendurhakai orang tua 

(Studi Putusan Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA Surabaya) 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan 

praktis  terhadap khalayak terutama bagi Peneliti, antara lain: 
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1. Manfaat teoritis 

Sebagai khasanah pembendaharaan keilmuan Islam terutama dalam 

bidang Hukum Islam dan Hukum normatif agar dapat merespon 

perkembanganpermasalahan yang timbul di masyarakat secara tepat dan 

sesuai hukum yang berlaku. 

2. Manfaat praktis  

Sebagai masukan dan sumbangan pikiran terkait perlindungan 

hukum pembatalan hibah orang tua kepada anaknya dengan adanya dua 

hukum yang bertentangan dan harus dipatuhi dalam Hukum Islam maupun 

Hukum Positif. 

a. Bagi masyarakat 

Agar masyarakat mengetahui bahwasannya hibah tidak dapat 

ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Tetapi orang 

tua harus memperhatikan nilai-nilai keadilan. 

b.  Bagi IAIN Jember 

Dengan adanya permasalahan dan penelitian ini, pihak IAIN 

dapat mengadakan sosialisasi ke masyarakat sebagai media pencerah 

dalam bidang perdata(kekeluargaan). 

c. Bagi Pengadilan Agama 

Dapat dijadikan pedoman dan solusi dalam menyelesaikan 

perkara yang sejenis dengan penelitian ini. 
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d. Bagi peneliti 

Mengetahui dengan jelas tentang aturan hibah dalam hukum 

Islam dan hukum positif  beserta aspek-aspek yang ada di dalamnya 

khususnya tentang pembatalan hibah orang tua kepada anaknya. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisikan tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak 

terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh 

peneliti.
12

 

Adapun tujuannya tidak lain untuk memudahkan para pembaca dalam 

memahami secara komprehensif terhadap maksud kandungan serta alur 

pembahasan bagi judul karya ilmiah ini, yang terlebih dahulu akan dijabarkan 

mengenai beberapa istilah pokok yang terdapat dalam judul ini yakni sebagai 

berikut : 

Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada 

Anaknya Dengan Alasan Anak Mendurhakai Orang Tua (Studi Putusan 

Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA Surabaya ) 

1. Tinjauan  

Secara etimologis berarti menengok, memeriksa, mengamati, dsb 

atas suatu gejala tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud tinjauan adalah 

memeriksa, mengamati penarikan kembali hibah orang tua kepada 

anaknya dengan alasan anak mendurhakai orang tua. 

                                                           
12

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 45. 
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2. Hukum Islam. 

Secara etimilogis berarti Peraturan dan ketentuan yang berkenaan 

dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’an dan hadist (hukum syara’). 

Sedangkan secara metodologis, hukum islam dapat dipahami sebagai 

hukum yang bersumberdari al-Qur’an dan Sunnah Nabi melalui proses 

penalaran atau ijtihad. Ia di yakini sebagai hukum yang mencakup seluruh 

aspek kehidupan manusia dan bersifat universal.
13

 

3. Pembatalan  

Pembatalan secara etimologi berarti pembubaran, pencabutan 

(izin), penghapusan atas segala sesuatu.
14

 Dalam hal ini pembatalan berarti 

suatu proses penarikan kembali hibah orang tua kepada anaknya dengan 

alasan anak mendurhakai orang tua. 

4. Hibah  

Hibah berarti suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang 

kepada orang lain di kala ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan 

balas jasa.
 15

 Dalam hal ini yang dimaksud dengan hibah yaitu hibah orang 

tua kepada anaknya dengan alasan anak mendurhakai orang tua yang 

terdapat dalam putusan Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA Surabaya. 

5. Durhaka terhadap orang tua  

Adalah suatu tingkah atau ucapan, dimana seorang anak 

membantah maupun tidak menuruti keinginan baik yang diinginkan 

                                                           
13

Ghufron A. Mas’adi, Pemikiran Fazlur Raman Tentang Metodologi Pebaharuan Hukum 

Islam (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 1. 
14

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. 
15

Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 74-75. 
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maupun yang disyaratkan orang tua kepada anaknya, dan dalam 

praktiknya durhaka terhadap orang tua bisa berupa menyakiti secara fisik 

maupun secara batin. Sedangkan dalam permasalahan ini konteks durhaka 

seorang anak terhadap orang tua ialah dengan cara menyakitkan hati dan 

membentak-bentak kepada orang tuanya.
16

 

F. Metode Penelitian 

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya 

ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika 

penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui 

suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik 

atau metode peneltian yang meliputi : 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian akademik dalam teori atau filsafat 

hukum, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian 

untuk keperluan praktek hukum.
17

 Penelitian  ini adalah penelitian yang 

dilakukan karena peneliti tidak beranjak dari aturan yang ada. Hal ini 

dikarenakan belum ada atau tidak adanya hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan di teliti.  

Maka peneliti menggunakan dua pendekatan, pertama Pendekatan 

Perundang-undangan (Statute Approach). Di dalam pendekatan 

perundang-undangan peneliti menggunakan legislasi dan regulasi yang 

berkenaan dengan tinjauan hukum Islam tentang pembatalan hibah orang 

                                                           
16

 Ali Maghfur Syadzili Iskanda, Membuka Pintu Surga (Surabaya:Al-Miftah, 2012),146. 
17

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2009), 96 
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tua kepada anaknya dengan alasan anak mendurhakai orang tua (Studi 

Putusan Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA Surabaya).  

Kedua, Peneliti menggunakan Pendekatan Perbandingan 

(Comparative Approach) yang dalam ini merupakan suatu ilmu bantu 

dalam hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai 

aturan-aturan hukum
18

Islam yang berkenaan dengan hukum positif di 

Indonesia dan hukum Islam terhadap pembatalan hibah orang tua kepada 

anaknya.  

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif  yang 

berusaha mewujudkan konsistensi aturan-aturan hukum dan putusan-

putusan hukum untuk kemudian ditimbang dengan klaim yang 

berlawanan, baik dalam perdebatan pada undang-undang maupun proses 

mempertimbangkan pandangan dan fakta.
19

 

2. Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diperlukan akan 

dilakukan melalui beberapa tahap, pertama karena peneliti menggunakan 

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) maka yang akan 

peneliti cari dan dikaji adalah peraturan mengenai hibah. Perundang-

undangan atau aturan dalam hal ini meliputi baik yang berupa legislasi 

maupun regulasi, bahkan juga delegated legislation dan delegated 

                                                           
18

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum., 133 
19

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Depok: Rajawali Press, 

2003), 116-117 
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regulation.
20

 Dalam hal ini peneliti mengkaji tentang Putusan Hakim 

Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA Surabaya.  

Kedua, berkaitan dengan penelitian yang menggunakan 

Pendekatan Komparasi (Comparative Approach) maka peneliti harus 

mengumpulkan ketentuan perundang-undangan maupun produk hukum 

lain
21

yang berbeda aturan antara produk hukum yang satu dengan lainnya. 

Pengkomparasian tersebut dalam undang-undang hukum positif di 

Indonesia ( KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) hibah 

terdapat pada Bab XI Pasal 1666-1693 tentang ketentuan umum hibah, 

kecakapan untuk memberikan sesuatu sebagai hibah, cara menghibahkan, 

tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah, dengan Hukum Islam 

baik yang sesuai dengan konteks ke Indonesiaan maupun Islam Klasik.  

Untuk memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi, maka 

diperlukan bahan-bahan hukum, yaitu: 

a. Primer 

Bahan hukum primer yaitu sumber penelitian hukum yang 

bersifat autoritatif. Bahan Hukum primer berupa perundangan-

undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim. Di dalam penelitian ini 

menggunakan bahan hukum perundang-undangan yaitu berupa Dalam 

KHI (Kompilasi Hukum Islam) hibah terdapat pada Bab VI Pasal 212 

                                                           
20

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum., 194 
21

 Ibid., 195 
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tentang pembatalan hibah orang tua kepada anaknya dan Putusan 

Hakim Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA Surabaya. 

b. Sekunder 

Bahan Hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum 

termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum.
22

 

Disamping itu juga komentar-komentar atas putusan pengadilan. Buku-

buku yang dituju adalah buku-buku yang merupakan bahan hukum yang 

relevan dengan judul yang hendak diteliti.
23

 Penelitian ini mengambil 

bahan penelitian hukum sekunder berupa kitab fiqh yang membahas hal-hal 

yang berkaitan dengan permasalahan di atas seperti buku-buku tentang 

Fiqh Muamalah, Hukum Islam, dan kamus yang nantinya bisa dijadikan 

rujukan untuk penelitian ini. 

c. Tersier 

Bahan hukum tersier di sini, penulis  mengambil dari kamus-

kamus ilmiah dan website untuk memperkaya pengetahuan dan 

informasi. 

3. Analisa Bahan Hukum 

Analisa bahan hukum adalah proses penyelidikan suatu peristiwa 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
24

 Adapun analisa bahan 

hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa tahapan, yaitu: 

a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir yang tidak relevan 

dengan hal yang hendak dikaji. 

                                                           
22

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum., 155 
23

 Penjelasan Dosen Pembimbing Sofiatul Jannah, Kamis, 20 November 2014 09:55  
24

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. 
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Sebagai analisis langkah pertama dalam penelitian ada dua 

kepentingan yang dapat ditinjau, untuk keperluan praktis adalah 

mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak 

relevan.
25

 Peneliti dalam hal mengidentifikasi dan mengeliminir isu 

hukum yang hendak ditarik kesimpulannya, maka harus dapat 

membedakan mana yang benar-benar fakta hukum tentang pembatalan 

hibah orang tua kepada anaknya dengan alasan anak mendurhakai 

orang tuanya. 

Namun, karena penelitian ini guna untuk kepentingan akademis 

maka peneliti melakukan penelitian dan membangun argument dengan 

sikap yang netral,
26

 antara fakta hukum yang ada dengan argumen 

hukum yang telah dibangun oleh para tokoh hukum maupun tokoh 

hukum Islam. 

b. Pengumpulan bahan-bahan hukum 

Pengumpulan bahan-bahan hukum sebagaimana yang telah 

disampaikan sebelumnya, bahwa menyesuaikan pendekatan yang 

dipakai yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Staute Approach) dan 

Pendekatan Komparasi (Comparative Approach) maka peneliti juga 

menggunakan tiga cara pengumpulan bahan-bahan hukum. Pertama 

dengan mengumpulkan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

isu hukum yang hendak dibahas, mengumpulkan peraturan yang ada di 

                                                           
25

 Marzuki, Penelitian Hukum, 172 
26

 Ibid., 183 
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Indonesia, dan mengumpulkan pendapat-pendapat tokoh dalam buku 

yang berkaitan dengan isu yang hendak dibahas. 

c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan. 

Dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini, terlebih 

dahulu peneliti merujuk pada ketentuan-ketentuan Hukum
27

yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melakukan 

telaah mengenai produk hukum Indonesia yaitu Dalam KHI 

(Kompilasi Hukum Islam) hibah terdapat pada Bab VI Pasal 212 

tentang pembatalan hibah orang tua kepada anaknya. Untuk Hukum 

Islam peneliti menggunakan langsung aturan mengenai pembatalan 

hibah orang tua dalam syariah atau fiqh. 

d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumen. 

Penelitian ini bukan menguji sebuah hipotesis, tetapi lebih 

kepada menarik kesimpulan dari penelitian
28

 atau isu hukum yang ada. 

Untuk kemudian menghasilkan argumen yang netral sesuai dengan 

konteks hukum Indonesia. 

e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun. 

Memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya 

merupakan esensi dari penelitian hukum karena untuk hal itulah maka 

dilakukan penelitian,
29

 baik untuk praktik hukum maupun untuk tugas 

akademis. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, harus dapat memberikan 

                                                           
27

 Marzuki, Penelitian Hukum., 197 
28

 Ibid., 202 
29

 Ibid., 206 
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preskripsi yang dapat diterapkan. Namun, preskripsi yang diberikan 

bukan yang sudah ada atau yang sudah diterapkan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global 

tentang isi dari satu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan 

sehingga akan lebih memudahkan dalam menujau dan menanggapi isinya. 

Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab terakhir.
30

 

BAB I: Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian 

yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta 

sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran 

secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi. 

BAB II: Pada bab ini akan di paparkan kajian kepustakaan terkait 

kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian 

terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan 

sebelumnya. Dilanjutkan dengan kajian teori. 

BAB III : Bab ini memuat dan memaparkan tentang problematika 

pembatalan hibah orang tua kepada anaknya (duduk perkara dalam putusan 

hakim PTA Surabaya Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA.Sby.   

BAB IV:  Dalam bab ini memuat hasil penelitian termasuk di 

dalamnya yaitu Dasar pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan hibah 

orang tua kepada anaknya dalam putusan PTA Surabaya Nomor 

                                                           
30

 Tim penyusun  STAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah( Jember: STAIN Jember 

Press, 2014), 52. 
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223/Pdt.G/2011/PTA.Sby, Akibat hukum pembatalan hibah orang tua kepada 

anaknya dengan alasan anak mendurhakai orang tua dalam putusan hakim 

Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA.Sby, dan Tinjauan hukum Islam tentang 

pembatalan hibah orang tua kepada anaknya dengan alasan anak mendurhakai 

orang tua (Studi Putusan Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA.Sby). 

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang 

kesimpulan dari penelitian yag dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan 

diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran 

dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian akan dapat membantu 

memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini. 

 


